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Abstrak

-Jf . paper describes building of citizen's characters throughtlnls'::,,:;;ffi*f ",'#':!;";r:,,,,Y:T:';#*li'i*'!f ,
main problem within old paradigm. The new civic education paradigm hns
reliability with universal concepts on citizenship in democrocy. For it, the
paryr explained the some concepts on the core of citizenship educationwhich
be formulated by the experts of citizenship education ot the world. The models
of civic learning and the urgency of the professional's civics teachers are
importance topics to create democratic citizenship.
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Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegarium (PKN) di Indonesia selama lebih 30

lahun pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan

karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi rejim politik.

Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rejim (pemerintah) dianggap sebagai

keb{ikan warga negara (civic virtues) yang dilekatkan pada misi pendidikan

moral ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan hipokrisi
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(kemunalikan) antara wacana dengan tindakan moral yang diharapkan. Di sisi

lain, ukuran keutamaan tindakan moral sebagai akibat hipokrisi tadi ialah

lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekstemal seperti tekanan dan kepen-

tingan politik serta ekonomi dalam jabatan publilq sehingga tindakan moral

yang diekspresikan individu lebih bersifat heteronom.

PKN dalam model persekolahan (schooling model) pun terdapat

kesenjangan antara laporan prestasi belajar mata pelajaran PKN yang mene-

kankan aspek moralitas warga negara dengan perilaku/tindakan moral yang

diharapkan selaras dengan prestasi yang dicapainya. Idealnya" jika siswa

mendapat penilaian baik (angka 7 hingga 8, misalnya) maka semestinya peri-

laku moral kewargaan yang diekspresikannya adalah cerminan *nilai hasil

ujian" yang diperolehnya di sekolah. Tetapi secara empirik tidak berarti

bahwa siswa yang mendapat nilai kurang (angka di bawah 6, misalnya) dari
'ohasil ujian" berarti batrwa moralitas siswa tersebut berada pada taraf yang

rendah. Indikasi penilaian PKN yang menekankan moralitas dan relatif

mengutamakan aspek kognitif tenebut kurang memadai.

Pada bagian lain, Mata Pelqfaran Pendidikan Kewarganegaraan

(PKN) pada Kurikulum 2004 (biasa disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi)

oleh banyak kalangan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral,

khususnya nilai moral Pancasila. sebelum KBK mata pelajaran pendidikan

kewarganegaraan dalam PMP ataupun PPKn didominasi oleh materi nilai-

nilai moral Pancasil4 yang sebenarnya lebih merupakan pendidikan budi

pekerti daripada pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya. Implikasi

PKN yang identik dengan pendidian budi pekerti ialah cakupan kaiian dan

kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan dari PKN itu sendiri yaitu

upaya pembentukan warga negara yang baik @ood citizen) dalam warga

negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpanisipasi aktif dalam
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kehidupan sistem politik negarany4 direduksi hanya mer{adi semata-mata

menghapalkan bagaimana harus berbuat baik dan tidak berbuat buruk dalam

arti afeksi-moral secara formal.

Secara universal diakui bahwa komponen kajian pokok PKN men-

cakup aspek pengetahuan kewarganegaraan (civic lmowledge), kecakapan

kewarganegaraan (civic sdlls) dan karakter kewarganegaraan (civic dispo-

sitions). Ketiga komponen itu merupakan satu kesatuan yang hants dicapai

dalam pembelajaran PKI{. Untuk itu agar tercapai tujuan PKN yang

diharapkan maka perlu model pembel4iaran yang memadai.

Komponen Kajian Pendidikan Kewarganeganaan

Penelitian IEAterhadap implementasi PKN di 28 negaramenernukan

komponen PKN meliputi aspek civic lonwledge, civic engagement, dan civic

attitudes serta konsep lainnya (Tomey-PuIt4 et.al, 2001: 179). Adapun

materi kajian PKN yang diteliti meliputi materi dernokrasi, kewarganegaraan,

identitas nasional, hubungan intemasional dan keragamanlkohesi sosial

(Tomey-Purta et.al, 2001 : 294q.

John J. Patrick dan Thomas S. Vontz (1999: 34; 2001: 41)

mengelompokkan komponen PKN me4jadi empat yaitu (1) l*nwledge of

citizenship and gavernment in democracy (civic lozrmledge); (2) cognitive

skills of democratic citizenship (cognitive civic skills); (3) participatory skills

of democratic citizenship (psrticirytory civic skills); dan (4) virnes arul

dispositions of democratic citizenship (civic dispositions). Dari keempat

komponen itu, Patick dan Vonts (2001: 46) me4jabarkan ke dalam materi

kajian pengetahuan PKN me4iadi tujuh topilq yaitu: (1) fumolvasi

perwakilan (representative demouacy); (2) konstitusionalisme; (3) hak asasi
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(liberalisme); (4) kewarganegaraan (cilizenship); (5) masyarakat sipil (crvf

society); (6) ekonomi pasar (ftee and open economic system); dan, (7) tipe-

tipe isupublik.

Center for Civic Education (CCE), Calabasas, California Amerika

Serikat sebelumnya telah membuat pembagian standar kajian PKN dalam

label civics and governmentke dalam dua pengertian pokok, yaitu standar isi

(content standard) dan standar kinerja @erformance standard). Standar isi

memuat pemyataan apa saja yang harus siswa ketahui dan mampu dilakukan

secara spesifik dalam mata pelajaran dengan mengenrbangkan ke,cakapan

intelektual (intellectml shlls) dan kecakapan partisipasi {participatory skills)

di dalam pengalaman hidup mereka standar kinerja ialatr kriteria untuk

menenfukan pada tatrap mana siswa telah mencapai penguasaan standar isi

(Center forCivic Educatiorq 1994: 3).

CCE membagi standar isi pelajaran Civics and Governmenr unnrk

setiap kelas mulai dari K4 hingga K-12 ke dalam lima k{ian pokok. Kqiian

tersebut dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. What is governmeu andwhot should it do?

2. Wat are the basic values and principles ofAmerican democracy?

3. How does tlrc government established by the constitution embody the

purposes, values, ond principles of American Democracy?

4. what is relationship of the United States to other nationr and to world

afairs?

5- Ilhat are the roles of the citizen inAmerican democracy?
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Karakter Demokratis Warga Negara

Pengertian tujuan PKN menurut Ruud veldhuis (1997: 8) sangat

penting untuk dikemukakan di sini. Menurut Veldhuis, tujuan PKN ialah

untuk meftmgsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat sipil (civil

society) dan dalam pembuatan keputusan politik di dalam suatu (sistem)

demokrasi konstitusional. Mengapa partisipasi menjadi penting dalam PKN?

Veldhuis (1997:8) berpendapat bahwa partisipasi dan integrasi (secara sosial

dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Untgk

menjadi demokrat sejati, warga negara yang aktif dan terintegrasi secara sosial

tidaklah dilahirkan, tetapi ia diciptakan (direproduksi) dalam stratu proses

sosialisasi. Singkatnya demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara

dimana para pendidik civic danpolitik serta institusi profesional yang terkait

harus turut bertanggung jawab.

Karakter warga negara dapat dikelompokkan menurut skala dari yang

oosangat buruk" hingga "sangat baik". Sebutan 'Varga negara yang baik"

(good citizen) tergantung kepada nilai-nilai dari pendefinisian konsep skala

tersebut. "Warga negara demokratis" adalah suatu tipe ideal yang memuat

berbagai definisi demokrasi. Dari hal ini, mentrut Veldhuis (1997: 9)

perbedaan tentang demokrasi membawatipe (penskalaan) tersebut

ke dalam perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik bagi para

warga negara.

Karakter warga negara ideal yang memiliki watak demokratis, "good

citizen," terdapat beberapa indikator penyebutannya. Jika ditilik dari

komponen pendidikan kewarganegaraan demokratis, John Patrick (1999: 33)

berpendapat batrwa ada empat komponen atau kategori pokok yang dapat

dikaji secara beragam oleh para pendidik PKN dari berbagai negara. Keempat
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komponen itu ialah (1) pengetatlran dan pemerintahan

demokrasi; (2) kecakapan kognitif dari kewarganegaraan demokratis; (3)

kecakapan partisipasi dari kewarganegaraan demokratis; dB& (4) keutamaan

karakter kewarganegaraan yang demokratis.

Secara skematis, keempat komponen PKN untuk membentuk warga

negam demokratis tersebut diuraikan sebagai berikut.
1 KNOWLErcEOF CITIZENSHIP ANDGOYERNMENTIN DEMNMCY (AWC

KNOWLEDGE)
a Concepts and principles on the substance of democracy
b. Pereruial issues about the meaning and uses of core ideas
c. Contiruing isses and lqndntrk decisions abont public policy and constitutionol

ilterpretation
d Cotstitutions and institutions of representative demuratic government
e. Practices of democratic citizerchip and the roles of citizens
f, History of demouaqt inpartianlar states andthe tltroughot theworld

2 COGNITIVE SKILIS OF DEMOCMTIC CINZEI'ISHIP (INTELLECTUAL CIWC
SKTLIS)
a ldentifying and describing irformation about political and civic lfe
b. Anallzing and uplaining irformuion abou political and civic lfe
c. Syntesizing and uplaining information aboa political and civic life
d Evaluating taking and defending positions on prblic events and issues
e. Thingkingcritically abod conditions ofpolitical andcivic tfe
f Thinking constructively about how to imprwe politicat and civic lift

3 PARTTCIPATORY SKILIS OF DEMOCMTIC CITIZENSHIP (PARTICIPATORY
CIVTC SKILI,S)
a. Interactig with other citizens to promote personal snd common interests
b. Monitoring public events and issues
c. Deliberating and making decisions on public issues
d Implementing poliqt decision on public issues
e. Taking action to improve political and civic lfe

4 VIRTUESAND DISPOSITIONS OF DEMrcRATICCITIZENSHIP (AVrc
DrsPosrTroNS)
a Aflirming the common and equal humanity and dignity of each person
b- Respecting protecting and acercising rights possessed equattv by each person
c. Pailicipstitg responsibly in the political and civic lfe of the community
d Pmaicing self-government and supporting gwernment by consent of rhe gwerned
e. Fxemplfyingthe moral trails ofdemocratic citizenship
f,, Promoting the common good

(Sumber: Parich 19419:34;dan Patich 2003:9)
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Dari paparan konseptual kornponen kajian PKN menurut Pafiick

(1999: 34;2003:9) ttrseh*, secara ringkas warga negara yang demokratis

memiliki ciri-ciri penguasaan secara komprehensif dalam hal pengetatuat

nrengenai kewarganegaraan dan petnerintattan demokratis, kecakapan

intelektual (kogntifl dan paftisipasi dalam hal keunarganegaraan dernolcrtis,

dan loraher kewalgarcganaan png darokratis. Komponen t€rseht tidak

mungkin bisa mururl begiu sqia pada diri irdividu uruga negara, sehingga

pulu poses lubilaion pembelqiarar.

Model Pembelaiaran Ci)'dcs.

Pedhal penrbeQirar PKN, ada beberapa aspek teoritis dan paktis

murgenai model-model pembelqiaran png dikernukakan sejunlatr ahli.
Arthur K. Ellis (lD8: 225) rnenybbutkan bahwa lcah lctrrrci pembelqiaran

PKN ialah pafiisipasi. Pailisipasi ini tennnat dalam bentuk penrbelqiaran

commmity semice (pelal,amn masyalakd), model konflilq model penrbuatan

kepunmn (ecision nalidt$ dm rnodel dser (Ellis,l 998:226230.

Berdasukan pengalman pengqiran PKN d€ngan m&l prcgrarr

Projcct citEen dm we tlv Peqle, Nrcy llaas (2001: 168) nremperoleh

sejrunlatr tennran implemenmi sfiafiegi pargjaran crvlbs. Dalam model

Project citizen, prograrn pengajanan PKN diranmng mtuk siswa-sisua di

sekolatr menengah dari kelas enam hingga kelas sembilan yang rrrerrrper-

kenalkan siswa dengan lapangan kebiiakan ptrblik. Model ini menrper-

kenalkan siswa dengan persoalan peran pemerinuh dalam kebijakan pblik

selain itrt PKN sebagai pendidikan demokrasi membud siswa belqiar p€ran

dan unggung jawab mereka sebagai warga negara dalam proses pembuaan

dan implementasi kebijakan publik tersebut (Haas,200l: 168).
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Dalam model We the People, program pengqiaran PKN memper-

kenalkanBiswa kepada Konstitusi (Amerika Serikat) dengan cara membantu

mereka agar memahami bagaimana dokumen itu berkaitan erat dengan

kehidupan mereka sendiri sebagai warga negara. Jika dalam pembel4iaran

Project Citizen, strategi yang ditonjolkan lebih kepada upaya memahamkan

siswa dengan dasar-dasar pengetahuan bagaimana warga negara harus

mengambil tanggung jawab kewarganegaraan, maka dalam I(e the People

strategi pembelajaran yang dilakukan ialah bagaimana siswa mengambil

peran ahif dalam ruang kelas dengan berkolaborasi dalam pembelajaran dan

dalam the mock congressional hearing (simulasi dengar pendapat di Kongres/

Parlemen). Konsep ini menurut Haas (2001: l7l-172) sejalan dengan ide R.

Freeman Butts (1988) tentang tujuan pembel{aran PKN, yaitu (l) agar siswa

dapat mengetahui tentang pemerintah, sejarahny4 nilai-nilai, prinsip-prinsip

dan institusi-institusi pemerintah; dan (2) agar siswa mampu berpartisipasi

dalam masyarakat negar4 bangsa dan dunia Untuk tujuan pertama bersifat

lmowing, sedangkan tujuan kedua bersifat doing. Dalam aras praktis, pembe-

lajaran PKN seharusnya merefleksikan secara imbang upaya pembenrukan

kewarganegaraffr yang aktif melalui proses lmowledge dan participation

(Haas, 200 l : 17 2), atau antara lmow ing dan doing tadi.

Citizenship Foundntion (2006: 103) menyebutkan beberapa model

strategi pengajaran dan pembelajaran PKN untuk membentuk warga negara

yang baik. Model itu ialah (l) Learning climate, (2) Topical and controversial

issues, (3) Active learning, (4) Group discussions and debates, (5) Developing

discussion skills, (6) Project work, dan (7) Written activities. Ketujuh model

tersebut dalam kategori Butts (1988) tergolong dalam kelompok pembelajaran

yang bersifat partisipasi kewarganegaruun.
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Profesionalisme Guru PKN

Model pembel{aran PKN akan memerlukan kehandalan pengelolany4

yaitu guru PKN itu sendiri. Pendidikan Kewarganegaman (PKI{) di Indonesia

pada Kurikulum 20M di jenjang pendidikan dasar dan menengah meng-

isyaratkan perlunya tenaga guru yang professional. Dalam paradigma lama

sebagaimana tampak pada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (Pl.4P)

serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), materi dan model

pengajaran serta bentuk evaluasinya cenderung diremehkan baik oleh para

siswa maupun sesama guru di luar lulusan Program Studi PPIfu di Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Hal ini mtrncul karena materi,

metode, dan evaluasi pengajaran PKN paradigma lama benifat

hapalan, indoktrinatil dan tarrpa makna- Akhimya siapapun guru (bukan

lulusan Prodi PPKr/Civics-Hukum) dapat mengajarkan PKN.

Paradigma baru PKN memfokuskan diri pada upaya membentuk

peserta didik sebagai masyarakat sipil dengan memberdayakan warga negara

melalui proses pendidikan agar dapat berpartisipasi aktif dalam system

pemerintahan negara yang demokratis (Muchson AR., 2004: 32). Sehubungan

dengan paradigma baru itu, pembelajaran PKN be$tuan membentuk para

siswa agar memiliki kompetensi sebagai'\varga negara yang baik" dalam hal

(l) civic lvnwledge (pengetahuan kewarganegaraan); Q) civic shl/s (ketam-

pilan kewarganegaraan); dan (3) civic disposrlbrs (karakter kewarganega-

raan) (Muchson AR., 2M4:33).

Sejalan dengan paradigma bam PKN, reformasi pendidikan telah

mengantarkan regulasi pentingnya tenaga guru yang professional. Undang-

undang Republik Indonesia (UU RI) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen secara tegas menyatakan bahwa sebagai agen pembelajaran "Guru

4 l
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wqiib memiliki halifikasi akademilq , sertifikat pendidib sehat

jasmani dan rohani, selta memiliki kemampuan untuk mewujrdkan tujuan

pendidikan nasional.' (UU RJ No. 14 Tatnrn 2004 Pasal 8).

Selama ini untuk menjadi grrnr di sekolah menengah dapat ditemprtr

dengan denqan dua cana. Pertona, perninat mengikttti prcgrarn pe*ertice

training, yakni program pendidikan calon gunr bagi mereka yang telah lulus

jenjang pendidikan murcngah sryefii Sekolatr MenBgah Atas (SMA), Sekolah

Menengah Kejuruar (St"flQ dan Madrasatr Alilah (MA). Kedua, penthat

mengihti program pqly€taraan kerranrpnn meng4iar (PPKM) dau biasa

dikenal sebagai progrfln Akta Mengajar bagi calon grrnr png sebelumrrya

telah lulus plogram safana/Diploma III progrmt sttdi tton-kepadidilon"

P€ndidikan calon gunr dengm kedla cra tersebut di s€jumlatt LPTK

masih t€nrs diselurggaraka& S€bagai contolu di Universitas Neg€ri

Yograkarta ([INY) utuk menjadi guru PKN dapat ditemph dengan cara

rnengihti prcgrarn pendidikan di Progrdrr Strdi PPKn Fakultas Ilmu Sosial

(FIS) dm Pro$am PPKM Fakultas llmu Pendidikan (FIP) t NY. Untuk

menyelesaikan prcgran sujana pcdidikan (Sl), peserta calon gunr PKN di

Prodi PPKn FtS b€rasal dad luluan sekolah menengah hans menunprh 144

SKS. Di pihak lailr, calon guru PKN dad program PPKM FIP antara lain

berasal dari lulusan sa{ana/diploma III non kependidikan seperti dari ilmu

huktnr (Smjana Hukuru SH.) atarpun ilmu politik (Sadana Ilmu Polititv

sIP.).

Keberadaan pembentukan calon gunr dengan model PPKM ini di satu

sisi membr*a peluang lapangan kerja sebagai gpru bagi lulusan non-LPTIC

Tetapi di sisi lain program tersebut monpersempit ruang kompetisi calon gunr

PKN lulusan LPTK. Selain itu, peserta Prrogram PPKM cendenrng sekadar

untuk monperoleh bukti formal sebagai gum pemula dengan diperolehnya
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akta mengajar. Padahal untuk mer{adi guru PKN selain pengtrasaan kom-

petensi pedagogik sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 14 Tahun 2005,

juga pembentukan kompetensi profesi sebagai penciri bidang keatrlian untuk

mengajarkan mata pelajaran PKN, di samping kompetensi personal dan

sosial.

Pada pertemuan pertama Asosiasi Ilrnu Politik Amerika (the American

Political Science Association, APSA) Tahun 1905 merekomendasikan

pentingnya pendidikan sertifikasi guru Civfcs €KI.D. Untuk tujuan PKN di

persekolalmn maka sertifikasi guru diperlukan agar guru memiliki kompetensi

yang dapat mempersiapkan siswa mampu berpartisipasi secara penuh dan

memiliki pengetahuan tentang sistem kemasyarakatan/politik Amerika.

(APSA 1993: 1).

Hasil penelinan The Internntional Association for tlrc Evaluation of

Educationnl Achievemenl (IEA) di 28 negara menemukan ada perbedaan-

perbedaan karakteristik guru PKN dalam hal pengalaman keda maupun pani-

sipasi selama mereka dalam progarn in-service sebagai bentuk pengembang-

an profesionalisme (Tomey-Purt4 et.al., 2001: 160-16l). Dalam pengem-

bangan profesionalisme guru PKN, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa

ada tujuh alasan perlunya guru professional, yaitu dalam hat: "... better

materials, more materials, more instructioral time, trainW in teaching,

training in content, more collegial cooperation, special projects, (and) more

autonomy. " (Tomey-Purta, et.al.,200I: 165).

Sejalan dengan rekomendasi APSA standar kompetensi guru pemula

PKN di Indonesia telah dirumuskan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan

Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (Dit P2TK2PT)

Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI (2N4), Kompetefrsi

tersebut mencakup kemampuan pengua$un bidang studi PKN, pemahaman
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peserta didik, penguasaan pembelajaran PKN yang mendidilg dan pengem-

bangan kepribadian dan keprofesionalan.

Dalam kerangka pembenfirkan kompetensi profesi guru PKN, empat

LPTK yang tergabung dalam Program Hibah Kemitaan LPTK 2005, yaitu

Universitas Sebelas Maret GINS) Surakana UNY, Universitas Slamet Riyadi

(LINISRI) Surakarta dan IKIP PGRI Madiun telah menyusun kurikulum inti.

Kurikulum inti disusun sebagai salah satu upaya pembentukan lulusan Prodi

PPIfu yang professional. lndikator pembentukan profesionalisme guru dalam

kurikulum inti tersebut mengacu kepada Standar Kompetensi Guru Pemula

PKN dan Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19 Tatrun 2005) (Laporan

Tim Hibah Kemitaan LPTK 2005). Tindak lanjut dari program tersebut ialah

bahwa calon guru PKN harus menempuh matakuliah-matakuliah inti seb"gai

ciri profesi, sejalan dengan maksud Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

(Kepmendiknas) No. 045 N DUm.

Penutup

Pendidikan Kewarganegaxaan yang termuat dalam kurikulum per-

sekolahan - atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi - telatr

menghadirkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Indonesia dalam para-

digma yang baru. Paradigma baru PKn ini menuntut perubahan datam hal

tujuan, komponen serta kajian tentang pendidikan kewarganegaraan. Impli-

kasi perubatran ini amat mendalam yaitu semata-mata tidak hanya merubah

nama dari mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaftun (PPKN) tetapi telah memfirngsikan diri

secara benar sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang sebenar-
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nya Dapat dikatakan batrwa PIfu sekarang ini adalah sebuatr civics edrcation

versi Indonesia-

Pembentukan warga negara demokratis dalam pembelajaran PKN

perlu upaya sistemik. Dari kerangkateoritis maupun pengalaman praktis, baik

di dalam negeri maupun di sejumlatr negar4 menuqiukkan bahwa penrbelajar-

an PKN perlu pengembangan sectua inovatif dan kreatif.

Guru PKN yangprofesional merupakan salatr satu komponenpenting

dalam pembentukan warga negara demokratis. Dari uraian di muka nampak

jelas bahwa upaya pembentukan profesionalisme guru PKN sudatr menjadi

common serue tprvtama di LPTK dalam b€ntuk pengembangan kuikulum

inti sebagai penciri kompetensi profesi. Hal ini akan menepis anggapan yang

telah meluas bahwa untuk menjadi gwu PIfu yang sebelumnya PMP atau

PPKn mudatr dan dapat diambilkan dari orang yang berlatar belakang bukan

PKn. Kompetensi grrru PIfu yang profesional disamping kompetensi paeda-

gogik, kepribadian dan sosial akan sangat menentukan mutu dan kewibawaan

pendidikan kewarganegaraan.

Usatra untuk memenuhi tunh$an tersebut dapat dilalaftan melalui

penyiapan guru PKn oleh lembaga LPTK yaitu program studi yang secara

khusus menyiapkan calon lulusan untuk menjadi guru PKn. Dalam rangka

membekali kompetensi profesional lulusan PKn, dapa dilakukan melalui

penyusunan kurikulum inti program studi yang selanjutnya dilaksanakan oleh

program studi.
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